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BAB I 

 PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang  

Semakin maju zaman maka semakin cepat juga puncak kemajuan teknologi 

dibidang kehidupan bermasyarakat seperti sosial, ekonomi dan budaya. Dan 

pertumbuhan teknologi data serta transportasi sudah menjadikan aktivitas di zona 

perdagangan meningkat secara pesat. Bersamaan dengan perihal tersebut, 

bernilainya peranan hak kekayaan intelektual dalam menunjang pertumbuhan 

teknologi rasanya sudah semakin disadari. Perihal ini tercermin dari tingginya 

jumlah permohonan hak cipta, paten, serta merk, dan lumayan banyaknya 

permohonan desain industri yang diajukan kepada direktorat jendral hak kekayaan 

intelektual, kementerian kehakiman dan hak asasi manusia.
1
 

Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang timbul dari hasil olah pikir 

manusia yang menciptakan suatu produk atau karya yang berguna untuk manusia. 

Pada intinya kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis 

hasil dari suatu kreativitas intelektual pola pikir. 

Eddy Damian mengatakan bahwa Hukum kekayaan intelektual yang berasal 

dari kemampuan intelektual seseorang merupakan bentuk perwujudan refleksi 

kepribadian atau perwujudan kualitas rasa, karsa dan daya nalarnya. Semakin 

beragam dan berkualitasnya Hak kekayaan intelektual yang diciptakan seorang 

pencipta akan memberikan nilai tambah terhadap martabat dan keuntungan-

                                                           
1
 Abd Thalib dan Muchlisin, Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, PT Rajagrafindo 

Persada, Depok, 2018, hlm. 5. 



2 
 

 

keuntungan material atau ekonomi seorang pencipta yang melahirkan ciptaan 

tersebut dan juga dapat mencerdaskan kehidupan bangsa pada umumnya.
2
 

Hak atas kekayaan intelektual timbul dari salah satu aspek hukum bisnis 

yang perlu mendapatkan perhatian khusus, sebab berkaitan dengan aspek 

teknologi, ekonomis, maupun aspek seni. Hal ini, timbul karena adanya 

intelektual seseorang sebagai inti atau obyek pengaturannya, atau hak atas 

kekayaan intelektual ini merupakan hak milik perseorangan yang tidak berwujud. 

RB Simatupang, pengertian kekayaan intelektual adalah hak yang dihasilkan 

oleh intelektual manusia, karena sebagai inti atau objek pengawasan, meliputi 

ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra.
3
 Kekayaan intelektual sebagai 

bentuk Perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual yang harus didaftarkan 

(Hak milik industri). Oleh karena itu, hak kekayaan intelektual dapat dipahami 

Sebagai hak yang tersedia untuk suatu karya intelektual Individu atau kelompok. 

Seseorang akan mendapatkan hak ketika kewajiban telah terpenuhi. Secara umum, 

hak pemegang kekayaan intelektual harus melarang pihak lain untuk 

Pemanfaatan/komersialisasi dalam skala ekonomi tanpa izin Pemilik/pemegang 

kekayaan intelektual tersebut Komersialisasi semacam itu dapat meliputi 

membuat, menyalin, dan lain-lain.
4
 

 

                                                           
2
  Yulia, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Unimal Press, Sulawesi, 2015, hlm. 2. 

3
 Anis Mashdurohatun, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah Di 

Indonesia, Madina, Semarang,2013,Hlm 6 
4
 Surahno dkk, Modul Hak Kekayaan Intelektual, Universitas Terbuka, Tangerang 

Selatan, 2016, hlm. 1.4 
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Hak kekayaan intelektual dibagi menjadi dua kategori, yaitu: Hak Cipta 

(Hak Cipta) dan Hak Milik Industri. Hak milik industri meliputi: paten, desain 

industri (industrial Desain), merek (merek dagang), perlindungan varietas 

tanaman, desain tata kelola Lokasi IC (desain tata letak sirkuit terpadu) dan 

rahasia dagang (Bertukar rahasia). Dalam perdagangan, khususnya dalam 

kekayaan intelektual, merek memegang peranan esensial sebagai upaya pembeda 

sumber dari barang dan jasa. Tidak hanya itu, merek dagang juga digunakan untuk 

periklanan dan pemasaran. Suatu merek bisa menjadi kekayaan dan membuat nilai 

barang dan jasa menjadi mahal dan berharga karena orang/konsumen biasanya 

memiliki citra, kualitas dan reputasi barang dan jasa dari merek tertentu..
5
 

Negara Indonesia menggunakan istilah Hak Milik Kekayaan Intelektual 

(HMKI), kemudian berubah menjadi Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) lalu 

kemudian berubah kembali menjadi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan istilah 

terakhir yang digunakan adalah Kekayaan Intelektual (KI).
6
 

Penggunaan istilah Kekayaan Intelektual (KI) digunakan agar dapat 

mengharmonisasikan dengan nama instansi/kantor yang memiliki tupoksi yang 

sama dihampir sejumlah negara yang memiliki kantor Kekayaan Intelektual.  

Mayoritas institusi negara-negara lain yang menangani bidang KI, tidak 

mencantumkan “hak” dalam nama institusinya, misalnya saja Negara tetangga 

Indonesia yaitu Singapore menggunakan istilah Intellectual Property Office, 

                                                           
5
 Ok. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Edisi Revisi, PT Rajagrafinfo 

Persada, Jakarta 2015, hlm. 18. 
6
  Kholis Roisah, Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sejarah, Pengertian 

dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa, Setera Press, Makasar, 2015, hlm. 4. 
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Korea Selatan dikenal dengan Intellectual Property Office. Atas sejumlah alasan 

itulah nomenklatur Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual digunakan secara 

tepat untuk bertindak sebagai instansi yang membidangi KI. Pada tanggal 22 april 

2015 Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No.44 

Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia 

(Kemenkumham), yang didalamnya telah mengakomodasi perubahan 

nomenklatur atas Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Berdasarkan 

Perpres ini secara resmi bahwa Nomenklatur Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 

Intelektual (DJKI) diubah menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
7
 

Semakin berjalannya waktu maka semakin maju pula kehidupan dan 

teknologi yang dihasilkan lewat pemikiran manusia. Maka dari itu, perlu adanya 

suatu peraturan yang lebih memadai guna meningkatkan pelayanan serta kepastian 

hukum didunia industri. Kini, peraturan  dalam hukum nasional pengaturan 

tentang merek diatur dalam Undang- undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek 

dan Indikasi Geografis. Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2016 ialah 

pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Salah 

satu substansi pembaharuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 adalah 

ketentuan yang lebih ketat terhadap merek populer dibandingkan undang-undang 

Merek yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. 

Dengan demikian, walaupun di dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 klasifikasi merk 

populer masih tidak dijelaskan secara detail, akan tetapi suatu merek bisa 

                                                           
7
  Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia https://www.dgip.go.id/unduhan/download/laporan-tahunan-djki-2015-26-
2015 diakses secara online pada tanggal 13 oktober pukul 09:42 wib 

https://www.dgip.go.id/unduhan/download/laporan-tahunan-djki-2015-26-2015
https://www.dgip.go.id/unduhan/download/laporan-tahunan-djki-2015-26-2015
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dinyatakan populer ataupun tidak populer lewat vonis Majelis Hakim. Sehingga 

sehabis diakui selaku merk populer, pemilik merek tersebut bisa mengajukan 

gugatan terhadap pihak yang tidak bertanggung jawab dengan memakai merek 

yang memiliki persamaan pada pokoknya ataupun keseluruhannya buat benda 

serta/ ataupun jasa yang sejenis.
8
 

Menurut pengertian didalam Undang-Undang Merek, Merek adalah tanda 

yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, 

angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, 

suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk 

membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum 

dalam kegiatan perdagangan barang dan/ atau jasa.
9
 

Fungsi merek sendiri adalah suatu bagian penting dari suatu barang atau 

jasa. merek ini digunakan sebagai pembeda barang atau jasa yang satu dengan 

yang lainnya yang sejenis. Fungsi dapat dilihat dari sudut pandang  produsen, 

pedagang dan konsume darri pihak produsen merek digunakan untuk menjamin 

nilai hasil produksinya khususnya mengenai kualitas kemudian pemakaiannya.
10

 

Dari pihak pedagang, merek digunakan untuk mempromosikan barang-barang 

                                                           
8
 Tommy Hendra Purwaka, “Perlindungan Merek”, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor 

Indonesia, 2017, hlm. 16. 
9
 Lihat Didalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan 

Indikasi Geografis Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252. Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953. 
10

  Suyud Margono, Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual, Jakarta,:CV Nuansa 

Aulia, 2009, hlm. 20. 
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dagangannya guna mencari dan meluaskan pasaran. Dari pihak konsumen, merek 

digunakan untuk mengadakan pilihan barang yang akan dibeli.
11

 

Pada umumnya yang menjadikan suatu barang mahal bukanlah produknya 

melainkan mereknya. Di sini terlihat dengan jelas melihat bahwa merek adalah 

barang immaterial. Perusahaan yang telah berhasil membuat mereknya dikenal 

masyarakat luas, akan memiliki tantangan terbesar juga yakni akan semakin 

banyak pesaing yang melakukan perilaku buruk dengan meniru atau bahkan 

memalsukan produk bermerek untuk mendapatkan keuntungan komersial dalam 

jangka waktu singkat.
12

 

Di Indonesia dikenal 2 (dua) macam sistem pendaftaran merek, yaitu sistem 

konstitutif dan sistem deklaratif. Sistem konstitutif, hak atas merek diperoleh 

melalui pendaftaran, artinya hak eksklusif atas sesuatu merek diberikan karena 

adanya pendaftaran. Sistem konstitutif, pendaftaran merek merupakan hal yang 

mutlak dilakukan. Merek yang tidak didaftar otomatis tidak akan mendapatkan 

perlindungan hukum. Dengan sistem konstitutif ini, yang berhak atas suatu merek 

adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya.
13

 Kelebihan dari sistem first to 

file adalah terjaminnya kepastian hukum dengan sertifikasi bagi pemilik merek 

untuk tujuan komersial.
14

 

                                                           
11

  Ibid, hlm. 21. 
12

 Durianto, Darmani, Et.Al, Strategi Melakukan Pasar Melalui Riset Ekuitas Perilaku 

Merek, Jakarta: Gramedia Utama Pustaka, 2011, hlm. 22. 
13

 Yoghi Arief Susanto, Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Dalam Perspektif 

Maslahah Al Mursalah, Jurnal  Aktualita, Vol. 3 No. 1 tahun 2020, hlm. 420. 
14

  Mukti Fajar ND., Yati Nurhayati, dan Ifrani, “Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran 

dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum NO. 2 VOL. 

25 MEI 2018, hlm. 299 
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Didalam pemakaian sistem konstitutif sering kali disalahgunakan oleh 

pihak-pihak yang ingin memanfaatkan reputasi suatu merek untuk menipu atau 

menyesatkan konsumen. Perilaku menyimpang ini mengacu pada itikad buruk, di 

mana suatu pihak memiliki kemampuan untuk mengganggu tatanan sosial tertentu 

di bidang ekonomi dan komersial, merugikan kepentingan warga negara dan juga 

dapat mengganggu situasi persaingan perdagangan sehat di dunia.
15

 Akibatnya, 

penyalahgunaan prinsip konstitutif atau first to file dapat menyebabkan masalah 

yang dapat menyebabkan pembatalan merek. 

Sering terjadi kasus pembatalan merek ini karena meningkatnya persaingan 

komersial. Pembatalan merek dagang terjadi sebagai pembatalan merek dagang 

untuk merek dagang dengan yang didaftarkan dengan niat tidak baik. Pembatalan 

tersebut dapat terjadi karena merek dagang terkenal yang belum terdaftar di 

Kantor Kekayaan Intelektual Nasional kemudian didaftarkan oleh pesaing yang 

memiliki itikad buruk. Hal ini berdampak pada pendaftaran pemilik merek yang 

sesungguhnya karena dapat ditolak oleh Kantor Kekayaan Intelektual Nasional, 

dan bahkan dapat terganggu karena menganggap merek tersebut mirip dengan 

merek dagang terdaftar sebelumnya. 

Kasus seperti ini pernah terjadi di Indonesia, yakni pada merek dagang 

terkernal yakni merek EIGER yang dipersengketakan dipengadilan. Merek 

EIGER milik Ronny Lukito selaku CEO PT EigerIndo MPI yang merupakan 

perusahaan Indonesia penyedia alat-alat aktivitas outdoor yang berdiri sejak 1970 

melawan EIGER milik Budiman Tjoh selaku tergugat. Awalnya, pada saat ingin 

                                                           
15

  Ibid, hlm. 229 
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melakukan pendaftaran merek EIGER milik Ronny Lukito ditolak pendaftaran 

mereknya oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dikarenakan merek 

dengan nama EIGER yang ingin digunakan sudah terlebih dahulu didaftarkan 

dengan atas nama Budiman Tjoh dengan daftar registrasi nomor 

IDM000495808.
16

 

Status merek EIGER milik Budiman Tjoh telah resmi terdaftar dan sempat 

juga ia telah memperpanjangkan sertifikat merek tersebut walaupun tidak lagi 

melakukan produksi barang atau apapun untuk diperdagangkan.  

Ronny Lukito sebagai penggugat seorang pengusaha nasional yang memulai 

dan menjalankan usaha dengan merek dagang “EIGER” telah mengajukan 

gugatan terhadap Budiman Tjoh sebagai tergugat, pemohon pertama merek 

dagang “EIGER” pada tahun 1987. Ronny Lukito keberatan dengan merek yang 

didaftarkan oleh Budiman Tjoh dalam pos 25 dengan alasan pendaftaran merek 

tergugat dilakukan dengan maksud jahat dan ingin disamakan dengan merek 

terkenal "EIGER" " penggugat. Gugatan didaftarkan dengan nomor registrasi 

41/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst terdaftar pada 17 Juli 2019.
17

 

Ronny Lukito mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat 

Pengadilan Negeri Jakarta untuk membatalkan pendaftaran merek “EIGER” 

                                                           
16

  Yohana Artha Uly, Akhir Kasasi Merek Eiger, Kompas.com diakses secara online 

pada tanggal 09 februari 2022 pukul 13.15 wib  

https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/money/read/2020/07/09/1617061
26/akhir-kasasi-sengketa-merek-eiger  

17
 Putusan Pengadilan  Niaga Jakarta Pusat No.41/Pdt.Sus-Hki/Merek/2019/PN. Niaga 

JKT.PST 

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download_file/ca0f74d412c827afca35a3ff5a6
572f6/pdf/c20ddb7a31329cbccf6346f550c2dcbc (diakses tanggal 13 Agustus 2021 pukul 19:56 

wib) 

https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/money/read/2020/07/09/161706126/akhir-kasasi-sengketa-merek-eiger
https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/money/read/2020/07/09/161706126/akhir-kasasi-sengketa-merek-eiger
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download_file/ca0f74d412c827afca35a3ff5a6572f6/pdf/c20ddb7a31329cbccf6346f550c2dcbc
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download_file/ca0f74d412c827afca35a3ff5a6572f6/pdf/c20ddb7a31329cbccf6346f550c2dcbc
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dengan nomor pendaftaran IDM00095808, kelas 25 untuk kategori produk 

berikut: kaus kaki, ikat pinggang dan terdaftar IDM00087029, kelas 25 dengan 

kategori produk sebagai berikut: kaos kaki, ikat pinggang yang dicetak dengan 

nama Budiman Tjoh dari Departemen Umum Pendaftaran Merek Departemen 

Umum Kekayaan Intelektual, Kode dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

dengan segala konsekuensinya. 

Ronny Lukito menyatakan dalam Fakta Hukumnya menyebutkan bahwa 

merek dagangnya "EIGER" adalah merek terkenal karena penggugat telah 

mengajukan permohonan merek "EIGER" dengan berbagai kelas di turut tergugat 

(DJKI) dan mengajukan pendaftaran merek "EIGER ” di Australia, Benelux, 

Brunei, Darussalam, China, Kolombia, Denmark, Prancis, Jerman, Yunani, India, 

Italia, Jepang, Meksiko, Mongolia, Selandia Baru, Filipina, Portugal, Korea, 

Kamboja, Spanyol, Mesir, Swedia, Amerika Amerika Serikat, Swiss, Turki, 

Inggris, dan Vietnam.
18

 

Oleh karena itu, Budiman Tjoh pemilik merek EIGER, beritikad tidak baik 

saat mengajukan permohonan merek di kelas 25 dengan kategori produk kaos kaki 

dan ikat pinggang. Akhirnya dengan penetapan hak merek Budiman Tjoh, 

pendaftaran merek EIGER dinyatakan tidak berlaku dengan pendaftaran 

IDM00095808, kelas 25 untuk kategori produk sebagai berikut: kaos kaki, ikat 

                                                           
18

 Angka 8 duduk perkara pada Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No41/Pdt.Sus-

Hki/Merek/2019/PNNiagaJKT.PST 

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download_file/ca0f74d412c827afca35a3ff5a6
572f6/pdf/c20ddb7a31329cbccf6346f550c2dcbc (diakses pada tanggal 13 Agustus 2021 pukul 

20:00 wib) 

 

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download_file/ca0f74d412c827afca35a3ff5a6572f6/pdf/c20ddb7a31329cbccf6346f550c2dcbc
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download_file/ca0f74d412c827afca35a3ff5a6572f6/pdf/c20ddb7a31329cbccf6346f550c2dcbc
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pinggang dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

dengan segala akibatnya. 

Dari fakta-fakta kasus tersebut di atas terlihat jelas bahwa perlindungan 

merek terkenal di Indonesia masih terdapat celah bagi pihak yang tidak 

bertanggung jawab untuk mendompleng keterkenalan merek orang lain. Maka 

dari itu pemerintah khususnya Direktur Badan Intelektual Nasional selaku instansi 

yang melakukan pemeriksaan untuk memilih merek terdaftar dan juga dapat 

dilihat bahwa hal ini tidak terlepas dari merek. sistem hukum di Indonesia yang 

menerapkan prinsip pendaftaran pertama (First to file) kecuali untuk pendaftaran 

yang memiliki itikad buruk unsur itikad buruk adalah bagian penting dari proses 

pembuktian di pengadilan. Unsur ini berkaitan dengan adanya persamaan pokok. 

Sehingga, dengan ini penulis tertarik untuk mengangkat topik ini sebagai 

permasalahan di skripsi yang akan ditulis ini. Dalam hal ini, penulis mengambil 

judul  Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Terkenal 

“EIGER” (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I NO.375 

K/Pdt.Sus.Hki/2020) 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, Maka penulis mengangkat permasalan 

dalam skripsi ini adalah : 

1. Apakah putusan Mahkamah Agung dalam memutus perkara sengketa 

merek terkenal Eiger No.375 K/Pdt.Sus.Hki/20202 sudah sesuai dengan 

aturan yang berlaku ? 

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek 

terkenal di Indonesia? 

C.  Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis ketepatan putusan hakim dalam 

membatalkan merek terdaftar pertama yakni sengketa Merek EIGER 

dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 375 K/Pdt.Sus.Hki/2020. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap merek 

terkenal diindonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 

Tentang Merek dan Indikasi Geografis. 
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D.  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat secara praktis  

a) Bagi Pengguna Merek  

Diharapkan untuk Pengguna merk sanggup menguasai batas serta 

peraturan perlindungan hukum atas merk terdaftar serta menjauhi 

bermacam wujud registrasi merk bersumber pada itikad buruk. 

b) Bagi Pemerintah  

Hasil penelitian ilmiah khususnya pada Hukum Perdata ini diharapkan 

bisa dijadikan bahan rujukan, data, dan pengetahuan terbaru terhadap 

dinamika warga, mekanisme secara merata terhadap perlindungan 

merek populer, dan jadi acuan untuk pemerintah khususnya DJKI 

untuk melaksanaan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan 

intelektual khususnya merek, serta pula penyelesaian permohonan 

registrasi kekayaan intelektual spesialnya pada jenis merek. 

c) Bagi Lembaga Pengadilan 

Diharapkan penulisan ini dapat berbagi wawasan yang dapat dijadikan 

sebagai tolak ukur dan bahan pertimbangan bagi aparat penegak 

hukum dalam melakukan penyidikan, mengadili, dan memutus suatu 

perkara dalam suatu gugatan perkara hukum terkait merek. 

2. Manfaat secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai 

sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum perdata dan 

menambah wawasan dalam memahami hak kekayaan intelektual. 
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E.  Ruang Lingkup 

Skripsi ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas 

Merek Terkenal “EIGER” (Studi Putusan Mahkamah Agung R.I No. 375 

K/Pdt.Sus.Hki/2020). Pembahasan dalam skripsi ini hanya dibatasi pada hal hal 

yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap merek terkenal yang telah 

didaftarkan terlebih dahulu dengan i’tikad tidak baik yang ditinjau dari undang-

undang No. 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. 

F.  Kerangka Teori 

Dalam penelitian ini diperlukan adanya kerangka teoritis untuk memberikan 

landasan yang kuat, pada umumnya Semua penelitian harus disertai dengan 

pemikiran teoritis.
19

 Beberapa teori berikut ini digunakan penulis berdasarkan 

dengan masalah yang diangkat untuk memperkirakan jawaban apa yang akan 

diperoleh pada penelitian ini. 

1. Teori Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum sangat dibutuhkan oleh setiap subjek hukum dalam 

kehidupan sehari-hari. Perlindungan hukum sangat diharapkan, karena selain 

menimbulkan keamanan bagi hak milik si subjek hukum, juga dapat menjadi 

pondasi apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Perlindungan hukum diberikan 

apabila subjek hukum tersebut memenuhi persyaratan-persyaratan (legalitas) yang 

dipersyaratkan oleh hukum.  

Begitu juga Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh seseorang, 

perlindungan yang diberikan oleh hukum pun baru timbul ketika Hak Kekayaan 

                                                           
19

  Ronny H Soemitro, 1982, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia, Jakarta, hlm. 37. 
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Intelektual tersebut di daftarkan di instansi yang memiliki kewenangan untuk itu, 

sebagaimana di Indonesia, instansi yang memiliki kewenangan untuk melindungi 

HKI dan tempat pendaftaran HKI oleh seseorang subjek hukum adalah di 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Direktorat 

Jenderal HKI.
20

 Adapun bentuk perlindungan Hukum dapat dibedakan menjadi 2 

bentuk yaitu: 

a. Perlindungan hukum preventif  

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang 

sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada 

rakyat untuk mengajukan keberatan (inspraak) atas pendapatnya  

sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang 

definitif. 

b. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif 

merupakan perlindungan ini diberikan apabila telah terjadi sengketa .
21

 

2. Teori I’tikad Baik 

I’tikad baik memiliki relasi dengan hukum benda atau (bezit). Pemegang hak 

dibedakan menjadi 2 yaitu yang beritikad baik  dan beritikad tidak baik. Didalam 

hukum benda, itikad baik dipahami dan dipahami sebagai kejujuran. Adapun niat 

baik subjektif terkait dengan hati, yang berarti bahwa orang tersebut dapat 

menyadari bahwa tindakannya benar dan tidak melawan hukum.
22

 

                                                           
20

 Ibnu Munzir dan Kadarudin., Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap 

Produk Indikasi ASAL Suatu Kajian Terhadap Kopi Toraja yang Terdaftar Sebagai Merek 

Dagang di Indonesia dan Jepang, Pustaka Pena Press, Makassar, 2014, hlm. 89. 
21

 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis 

dan Disertasi, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 264. 
22

 Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Internusa, 1987, hlm. 41. 
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Untuk dapat menggunakan merek, pemilik atau pemegang hak atas merek 

tersebut harus menyadari sepenuhnya bahwa merek yang digunakan bukan milik 

orang lain atau hasil karya  orang lain, oleh karena itu dalam menggunakan merek 

tersebut seseorang harus mendaftarkan dirinya. merek dagangnya secara akurat 

dan jujur tanpa bermaksud memanfaatkan reputasi merek lain untuk keuntungan 

bisnis pribadi yang dapat merugikan pihak lain. 

3. Teori Pertimbangan Hakim 

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman yang mengatur bahwa “Hakim dan hakim konstitusi yang wajib 

menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang 

hidup dalam masyarakat”. Dalam penjelasan resminya disebutkan bahwa “agar 

putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”. Sedangkan 

menurut Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu bahwa “Kekuasaan 

Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan 

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.  

Penjelasan mengandung makna bahwa hakim mampu memahami nilai-nilai 

hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
23

 Teori ini digunakan atas 

dasar pertimbangan hakim untuk mengambil keputusan atas gugatan merek. 

 

 

 

                                                           
23

 Mohammad Soleh, Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXVII No. 313 Desember 

2011, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), 2013. hlm. 25. 
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4. Teori Kepastian Hukum 

Pendapat Hans Kelsen, hukum bisa menjadi kerangka kerja standar. Norma 

adalah artikulasi yang menekankan pada aspek “seharusnya” atau “senyatanya”, 

dengan menghitung beberapa aturan kira-kira apa yang harus dilakukan. Norma 

adalah item dari aktivitas manusia deliberatif. Hukum yang berisi aturan-aturan 

umum berfungsi sebagai pedoman bagi orang-orang untuk bertindak dalam 

masyarakat. Ada yang menjalankan pertunjukan dan pelaksanaan aturan tersebut 

membuat kepastian hukum.
24

 

Kepastian hukum dapat menjadi jaminan sehubungan dengan hukum yang 

mengandung Keadilan. Kepastian hukum secara normatif adalah pada saat 

peraturan dibentuk lalu diumumkan dengan tentu sebab mengatur secara jelas 

serta logis. Jelas dalam makna tidak memunculkan persoalan baru serta tidak 

berubah-ubah, setelah itu menjadi suatu peraturan dengan peraturan yang lain 

sehingga tidak memicu adanya konflik norma.
25

 

Asas kepastian hukum melarang adanya hak merek yang saling bertentangan, 

dan rumusan hukum merek harus dipahami oleh masyarakat luas. Dengan adanya 

kepastian hukum ini, masyarakat tidak perlu khawatir dan tidak akan dirugikan 

karena pelanggaran hukum  oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. 

 

 

 

 

                                                           
24

  Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 158. 
25

 CST Kansil, Christine S.T Kansil, Engelien R Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 

Kamus Istilah Aneka Hukum, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), hlm. 385. 
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G.  Metode Penelitian 

Penelitian adalah pemeriksaan yang efisien untuk membangun seberapa banyak 

informasi, serta pekerjaan yang disengaja dan terkoordinasi untuk melihat 

masalah tertentu yang memerlukan jawaban, teknik penelitian harus dipilih 

berdasarkan masalah yang akan dipertimbangkan. Ini akan menentukan 

pencapaian atau kekecewaan sebuah ulasan, pencipta memanfaatkan strategi 

eksplorasi berikut:
26

 

1. Jenis Penelitian 

Permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode yang dipilih adalah 

penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan yang 

sumber datanya diperoleh melalui penelitian buku-buku yang berkaitan dengan 

masalah yang akan dibahas dalam penelitian tersebut. Penyusun akan 

menggunakan fasilitas kepustakaan yang berupa kitab, buku, jurnal, undang-

undang Merek dan Indikasi Geografis dan sumber-sember ilmiah lainnya yang 

relevan dengan pokok bahasan skripsi ini. Dalam penelitian ini, penyusun 

berusaha menyelidiki ataupun menganalisis putusan hakim terkait merek terkenal 

EIGER berdasarkan prinsip-prinsip ataupun undang-undang yang berlaku. 

 

 

 

 

                                                           
26

  Maya Oktarina, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana 

Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak, skripsi fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
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2. Pendekatan Penelitian 

Pada penulisan ini menggunakan beberapa metode yaitu metode pendekatan 

perundang-undangan (Statute Approach). Pendekatan ini digunakan untuk 

mengkaji undang-undang ataupun norma yang mempunyai hubungan dengan 

penelitian yang akan diteliti.
27

 Penelitian ini juga menggunakan metode 

pendekatan kasus (Case Approach) yang bertujuan untuk mempelajari penerapan 

peraturan di dunia praktek hukum. 

3. Jenis dan Bahan Hukum 

Bahan dari penelitian ilmiah ini adalah bahan hukum sekunder dari berbagai 

bahan hukum berupa: 

a) Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan 

mengikat secara umum (perundang-undangan).
28

 Bahan-bahan hukum 

yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait 

dengan objek penelitian. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari: 

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 

Tentang Merek dan Indikasi Geografis Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 252 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5953 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

3) Putusan Hakim Nomor 41/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt. Pst. 

                                                           
27

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media Group, 2017, 

 Hlm. 136. 
28

 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, Unpam Press, Banten, Cetakan Pertama 2018,  

 hlm. 141. 
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4) Putusan Hakim Tingkat Kasasi Nomor 375 K/Pdt.Sus.Hki/2020 

terkait sengketa merek eiger 

b) Data sekunder  

yaitu bahan-bahan yang diambil melalui dokumen-dokumen resmi, buku-

buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil penelitian ini 

mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan 

hukum tersier.
29

 

c) Bahan Hukum Tersier  

Data hukum penunjang  pada hakikatnya mencakupi data-data yang akan 

memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap badan hukum primer dan 

sekunder, Bahan-bahan hukum inilah, yang dijadikan patokan atau norma 

dalam menilai fakta-fakta hukum yang akan dipecahkan sebagai masalah 

hukum.
30

 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengumpulkan berupa bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Untuk mendapatkan 

bahan sekunder, penulis melakukan kajian kepustakaan berupa pencarian literatur 

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti baik melalui koleksi pustaka 

pribadi, perpustakaan umum, perpustakaan khusus, maupun melalui sarana digital 

jaringan internet. 

 

 

                                                           
29

 Ibid, hlm. 60. 
30

 Ibid, hlm.141. 
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5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Pada tahap selanjutnya data yang diperoleh diolah dalam bentuk analisis 

kualitatif, yaitu analisa data yang berasal dari data tertulis dan dianalisis satu 

persatu selanjutnya disusun secara sistematis untuk dapat menjawab permasalahan 

yang ada dalam skripsi dan dari permasalahan tersebut ditarik kesimpulan secara 

umum berdasarkan hal-hal yang bersifat khsusus. 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan  

Pada penulisan ini teknik penarikan kesimpulan dilakukan menurut metode 

deduktif, yaitu metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang bersifat umum lalu 

seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus berdasarkan 

dengan permasahalan yang dikaji.
31

 

                                                           
31

 Surakhmad Winarno, Metode Dan Teknik Dalam Bukunya Pengantar Penelitian Ilmiah 

Dasar Metode Teknik, Bandung, Tarsio, 1994 hlm. 17. 
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